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BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: bahwa sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan

Mengingat

daerah di Kabupaten Tana Tidung, maka perlu dilakukan
penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tana
Tidung Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukkan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang -
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN

2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 56
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 56) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 21

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan
rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan
standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah
negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja
listrik, air, gas, dan telepon.

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar :

a. Ketua DPRD Rp. 8.333.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD Rp. 8.333.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Tiga
Puluh Tiga Ribu Rupiah);

c. Anggota DPRD Rp. 8.166.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh
Enam Ribu Rupiah);

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalgm Pasal 19

harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar

harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN

2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 56
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 56) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 21

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan
rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan
standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah
negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja
listrik, air, gas, dan telepon.

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar :

a. Ketua DPRD Rp. 8.333.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD Rp. 8.333.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Tiga
Puluh Tiga Ribu Rupiah);

c. Anggota DPRD Rp. 8.166.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh
Enam Ribu Rupiah);

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan
standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak
termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas
jabatan.

(6) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberikan setiap bulan.

(7) Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.
13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan

(8) Pajak penghasilan untuk tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) dibebankan
kepada Anggota DPRD yang bersangkutan.

(9) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.
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